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Attachment: Mudharabah Financing Agreement at KSPPS BMT Prima Insani

AKAD MUDHARABAH
No: 0/MDABMT-PI/XT/2023

DUSTUR ILAHI

Allah berfirman (dalam hadits Qudsi):

Aku adalah Piahk Ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua pihak yang melakukan Syarikah, selama salah satu Pihak
tidak berkhianat kepada kawan syarikahnya. Apabila diantara mereka ada vang berkhianat, maka Aku akan keluar dari
mereka (tidak melindungi mereka)

(H.R. Imam Darugudni dari Abu Hurairah RA)

. Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian vang lain, hendaklah yvang dipercavai itu menunaikan amanahnyva
dan hendaklah ia bertagwa kepada Allah Tuhannya ...
(Q.S. Al-Bagarah : 283)

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ini Jumat anggal 16 November 2023 bertempat di Bekasi,
kami yang bertandatangan dibawah ini:

1.  dalam jabatannya selaku Wakil Ketua KSPPS BMT Prima Insani berdasarkan, bertindak dan atas
nama serta kepentingan KSPPS BMT PRIMA INSANI, berkedudukan di Kota Bekasi dan beralamat di Prima
Lingkar Asri Blok. AB No.02 Jl.Caman Raya, Jatibening - Bekasi, dalam akad ini adalah Shahibul Maal dan
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. . pemegang Kartu Tanda Penduduk No. berkedudukan/bertempat  tinggal di
, dalam perbuatan hukum ini bertindak dan atas
nama diri sendiri dalam akad ini adalah Mudharib selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan
karenanya saling ikat diri untuk adakan perjanjian kerjasama pembiayaan AL-Mudharabah dengan ketentuan
dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

1.  SHAHIBUL MAAL adalah BMT Prima Insani berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah, yvang memiliki
dana untuk dikelola oleh MUDHARIB dalam bentuk usaha (dharabah) yang memberi hasil (produktif) dan tidak
bertentangan dengan syari‘at Islam.

2. MUDHARIB adalah seorang ikhwan fiddin yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana dari SHAHIBUL
MAAL.

3. Dharabah adalah aktivitas usaha berdasarkan jangka wakw yang telah disepakati kedua belah pihak

4. Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh atas dasar dana yang dikelola dan tata cara pembagian hasil usaha
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

5. Dana adalah sejumlah vang (rupiah) yang dinyatakan dengan jelas, dalam bentuk tunai bukan piutang.

Pasal 2
LANDASAN PERJANJIAN
Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, tolong menolong dalam kebaikan,
ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3
JENIS USAHA
Usaha yang akan dijalankan adalabh kenveksi scbagai usaha yang halal dan baik, tidak cacat dalam timbangan hukum
syari’at Islam, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan tidak merugikan orang banyak.

Halaman 2/Pasal 4 ...
Pasal 4
MODAL USAHA 1
Jumlah vang/divangkan modal usaha, sebagaimana disebut dalam pasal 3 adalah sebesar Rp. 25.000.000,- { dua puluh
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lima juta rupiah ) yang discrahkan kepada PIHAK KEDUA pada saat akad ini ditandatangani dan dengan ini PIHAK
KEDUA mengakui telah menerima dana amanah sejumlah tersebut dan belum termasuk biaya-biaya yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.
Pasal 5
BIAYA-BIAYA
Schubungan pelaksanaan akad ini, maka PIHAK KEDUA membayar biaya-biaya scbagai berikut :

a.  Biaya Administrasi sebesar Rp.  55.000.-

b.  Biaya Materai | (satu) Rp.  14.000,-

¢.  Tabungan Wajib Rp.  25.000.-

Jumlah Rp.  94.000,-
Pasal 6

JANGKA WAKTU
Akad Mudharabah ini disepakati untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian
ini sampai dengan tanggal 10 April 2024,

Pasal 7
KEUNTUNGAN DAN NISBAH BAGI HASIL

6. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang disepakati dari kegiatan usaha setelah
dikurangi pajak (bila dipungut)

7. Keuntungan hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak dengan porsi bagi hasil adalah 40 : 60
yaitu 40 % dari keuntungan usaha untuk PIHAK PERTAMA dan 60 % dari keuntungan usaha untuk PIHAK tetapi
dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan pendapatan usaha tersebut.

8. ZIS adalah 2,5% dari laba kotor yang oleh Kedua Belah Pihak diberiikan kepada PIHAK KETIGA dalam hal ini
adalah BAITUL MAAL PRIMA INSANI sebagai infaq Fi Sabilillah.

Pasal 8
PENGEMBALIAN MODAL DAN BAGI HASIL
9.  PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh modal PIHAK PERTAMA sebesar Rp.  25.000.000,-
( dua puluh lima juta rupiah ) berikut Bagi Hasil yang telah disepakati pembayarannya secara angsuran setiap hari
sebesar Rp. 178.889,- Pembayaran angsuran dimulai tanggal 17 November 2023 selama 5 bulan atau 125 hari.
10, Keterlambatan pengembalian modal yang disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka
PIHAK PERTAMA berhak menganakan 'igab/infaq sebesar 2.5% ( dua koma lima persen ) dari jumlah bagihasil
yang dihitung sccara harian dan selanjutnya disctorkan ke Baitul Maal Prima Insani sebagai infag fi sabilillah.

Pasal 9
JAMINAN
Untuk menjaga agar PIHAK KEDUA tetap amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan usahanya, maka PIHAK
KEDUA dengan penuh kesadaran memberikan/menyerahkan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa : :

Pasal 10
WANPRESTASI
PIHAK KEDUA harus membayar dengan seketika dan sekaligus lunas jumlah seluruh sisa hutang jual beli dan biaya -
biaya lainnya yang ditimbulkan :

Jika PIHAK KEDUA pailit atau dapat tempo menunda pembayaran baik bersifat sementara maupun yang pasti, atau
PIHAK KEDUA atau PENJAMIN meninggal dunia, atau

PIHAK KEDUA atau PENJAMIN ditaruh dibawah pengampunan, atau

Jikalau atas kekayaan PIHAK KEDUA dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan yang disahkan, atau

oo

Halaman 3/ lanjutan Pasal 10....

e. Jikalaw PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran hutang terscbut 3 (tiga) kali berturut-turut dan atau tidak
memenuhi salah satu dari kewajibannya yang telah disepakati, sedangkan dengan lewatnya waktu dan atau telah?
terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata akan
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kelalaiannya dan atau kesalahannya, schingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak
diperlukan lagi, atau

. Jikalau PIHAK KEDUA terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan atau perbuatan hukum lainnya yang
menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA mencemarkan nama baik PIHAK KEDUA, untuk itu PIHAK PERTAMA
tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan.

Pasal 11
FORCE MAJEURE
Tiada satu pihakpun yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan
dikarenakan terjadi suatu peristiwa yang barada diluar jangkavan/kemampuan kedua belah plhak untuk menghindarinya,

kejadian mana yang lazim dl‘icbllt Jorce Majeure seperti: bencana alam, huru-hara, pemb gan dan lain
jenisnya, maka i ¢ pihak akan saling melepaskan pelaksanaan kewajiban KEDUA BELAH PIHAK.
Pasal 12

PERSELISIHAN DAN LAIN-LAIN
- Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi permasalahan atau persclisihan, maka Para Pihak setuju

menyelesaikannya d cara y h untuk mufakat dan apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai
kesepakatan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri
Kota Bekasi.

- Surat Agad ini mengikat secara hukum kepada kedua pihak

- Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak serta perubahan-
perubahannya, maka akan diatur dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.

- Surat Agad ini dibuat 2 (dua) rangkap dan seluruhnya ditandatanganioleh kedua pihak pada hari dan tanggal di muka
setelah dibubuhi materai secukupnya.

PENUTUP
Sabda Rasulullah SAW
“Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya™
(HR. Bukhari)
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DISAKSIKAN OLEH

SAKSI-SAKSI
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